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BAB |

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentanglatar belakangdan permasalahanpelaksanaan
Reformasi Brokrasi Internal (RBI) serta uraian tujuan dan sasaran yakgn dicapai

dalam pelaksanaan RBIi lingkunganKementerian Pendidikan Nasion&gmdiknag.

1.1 Latar Belakang
1.1.1 Arahan Strategis

Yang menjadi arahan strateglari RBI di lingkungan Kemdiknaadalah sebagai
berikut:

a. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan merupakan amanat20U No
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasi¢8adiknas) Setiap warga negara
Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan
bakatnya tanpanemandang status sosial,tsgaekonomi, suku, etnis, agardan

gender.

b. Dalam Rencana Strategis (Renstra) 20004, Kemdiknastelah menetapkan Visi
2014 yakni ATersel enggaranya Layanan F

Membentuk Insaftndonesia Cerdas kop r e hensi f 0

c. Untuk mencapai visi ts e but , Kemdi knas mel aXk%4anakan
sebagai berikut (i) Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan (i)
Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan (iii) Meningkatkan Kualitas/

Mutu dan Relevansi Layan Pendidikan (iv) Meningkatkan Kesetaraan dalam
Memperoleh Layanan Pendidikan dan (v) Meningkatkan Kepad(etefjaminan

Memperoleh Layanan Pendidikan.

d. Sejalan dengan visi pendidn nasional, visi Kemdikngsada tahur025 adalah
mewujudkan Insan Indesia Cerdas Kuoprehensif, Kompetitidan Bermartabat

(Insan Kamil/lnsan Paripurna)



e. Kemdiknas telah menetapkan tata nilai yang merupakan sikap dan perilaku dasar
yang menyatukan hati dan pikiran seluruh aparatur Kemdiknas dalam mewujudkan
layanan prima @ndidikan. Tata nilai tersebut adalah amanah, profesicisaner,
demokratis, inklusifdan berkeadilan. Dari enam tata nilai tersebut kemudian
di rangkum menj adi sebuah motto AMel ayani
secara strategis menjiwai Kemdiknaslam melakukan Reformasi Birokrasi.

Seluruh aparatur Kemdiknas harus senantiasa menjaga amanah dalam melayani

kebutuhan pendidikan bagi semua warga negara.

f. Kemdiknas berupaya melakukan perbatkanbaikan sistemik dan komperehensif
terhadap sistem penyelggaraan pendidikan nasional melalui penguatan
kelembagaan, pembenahan ketatalaksanaan dan pen§uatéer Daya Manusia
(SDM).

g. Selain itu lingkungan strategis menuntut Kemdiknas untuk selalu mengikuti
dinamika kebutuhan masyarakat. Dinamika ini akebih mudah diantisipasi

dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komun{HaKj) .
1.1.2 Capaian dan Tantangan

Hingga tahun 2009, pembangunan pendidikan nasional telah menunjukkan
keberhasilan yang signifikan. Selain progrprogram regular, maka Kemdiknaslah
melakukan berbagai upaya terobosan seperti (1) penyediaan bantuan operasional untuk
semua sekolah, (2) pemberian sertifikasi pendidikan dan tunjangan profesi kepada 800.000
dari 2.700.000 pendidik dan tenaga kependidinK) dalam 2 tahun, (3) pengman
buku sekolah elektronik melalui pembelian hak cipta sehingga dapat menurunkan harga
buku teks hingga 50%.

Dalam hal kualifikasiPTK, dari jumlah 2,6 juta guru masih terdapat 1jdt
berkualifikasi dibawah S1D4 dan umumnya guru SD dan SMP yangtloigas di daerah
pedesaan, daerah terpencil, pulau terluar dan daerah perbatasan yang belum terjangkau
layanan Perguruan Tinggi terakreditasi. Sesuai ketentuan UU Guru dsm Dwereka
harus berkualifikasiS1/ D4 pada tahun 2015. Sedangkan dalam hal seifiPTK,
penetapan kuota sertifikaddhun sangat ditentukasleh ketersediaan anggaran untuk

pembayaran tuapgan profesi yangidak sebanding dengan kenaik&mggaran



Pendapatan Belanja NegdPBN) setiap tahunnya, sehiggtarget untuk menseriifasi
2,6 jutaguru pada tahuB015 memerluén kebijakan fiskal khusus.

Dalam kaitannya dengan peningkatan karin gaofesionalisme PTK, masalah
kenaikan pangkat otomatis bagi guru yang berlalat i belum diimbangi dengaistem
pengukuran kinerja dan upapaningkatan profesionalisnsebagai profesi guru selgga
dari 1,433 juta guru PNSsebanyak 880 ribtertumpuk pada gohgan lll/d dan IV/a
sedangkanyang berhasil melewati golongan 1V/b keata@nya berjumlah 13,8 nib
Disamping itu,sebanyak 1,027 juta guru n®NS belunterlayani untuk mendapat proses
inpassing (pengakuankesetaraan golongamiang) sebagai dasar penentuan besarnya
tunjangan profesyang berhak diterima bagi yang telah destifikat. Capaian kerjgang
terkait dengan prograrRBlI Kemdiknas ditunjukkan pada lampiran capaian kerja tahun
20009.

Selain mencapai target tahun 2014, berbagai tantangan yang dihadapi Kemdiknas

seperti tertuang dalam Renstra 221014 adalah sebagai berikut:

a. Memenuhi komitmen Igbal untuk pencapaian sasasasaran Millenium
Development Goals(MDGs), Education For All (EFA)dan Education for
Sustainable Development (EfSD)

b. Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses

pendidikan bermutu seludisasnya pda semua satuan pendidikan.

c. Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) argender dan antavilayah.

d. Menyusun struktur biaya total pendidikan setiap satuan pendidikan dengan

mempertimbangkan inéte daya beli masyarakat.

e. Mengembangkan kebijak&wbijakan untuk memperkuat dan memperluas

penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka

menengabh.

f. Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan kementerlambaga lain dan

pemerintah daerah.

g. Menjamin efektivitas pelaksanaan otonomisasi satuan pendidikan termasuk

penyelenggaraan Badan Hukum Pendidikan (BHP).



h. Memperbaiki dan meningkatkan kredibilitas sistem Ujian Nasi(ud).
I.  Mengembangkan Kkebijakéwebijakan umtuk memperkuat dan memperluas

pemanfaatan TIK di bidang pendidikan.

Diharapkan dengan pelaksanaan Ré&il lingkungan Kemdiknas,tantangan
tantangan tersebut dapaiatasi melalui prograrprogram percepatan (Quick Wins)
maupun prograaprogram regular dalam agenda reformmsokrasi Kemdiknas.

1.2 Permasalahan
1.2.1 Permasalahan Umum
Sejumlah permasalahan umum yang dihadapi dgf@mbangunan pendidikan

nasionaklntara lain:

a. Kondisi kelembagaan Kemdiknas masih belum proporsional dan belum

menggambarkan organisasi yang efisien.

b. Kondisi ketatalaksanaan Kemdiknas belum mencerminkan sistem dan mekanisme

pengelolaan sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.

c. Kondisi SDM Kemdiknas secara kuantitas berlebih namun secara kualitas kurang
memadai, masih terjadi kesenjangan antaralifikasi dan kompetensi dengan

kebutuhan organisasi.

Permasalahan umum ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi ggeahan yang

lebih spesifik diingkungan Kemdiknas.
1.2.2 Permasalahan Spesifik

a. Perijinan, Peng&reditasian dan Penyaluran Hibah

C Masihpanjang dan kurang terbukangeoses perinan sekolah di daeratan

perguruan tinggmulai dari pengajuan hinggeersetujuan.

C Masih panjang dan kurang terbukangeoses penpan pembukaan program
studi baru di perguruan tinggi dan progengkreditasan program studi
termasuk prijinanBadan Hukum Pendidikan (BHP)



C Masih panjanglan kurang terbukanyarosespenyalurardanabantuan/hibah
(block grany.
b. Mutasi dan Sertifikasi PTK
C Masihpanjang dan kurang terbukanyases sertifikagPendidik.

C Masihpanjang dan kurang terbukanya prosegasikepegawaiafTK.

c. Standardisasi Layanan Pendidikan

C Belum tersedianyaStandar Pelayanan iMmum pendidikan untuk tiap
kabupatenkota sebagai bentuk dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi

pendidikan.

C Belumtersedianya peta kebutuhan daya tampung tiap jenjang pendidikan dan
kondisi sekolah yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan pemenuhannya
terhadap standar, baik minimum, nasional maupun internasional, yang akan
menyulitkan implementasi stratederkait sarana dan prasarana serta

pendanaan.
C Belum tersedianya sistem pembinaan profesionalisPEK dalam
mendukung pemenuh&tandarLayanarPendidikan.
d. Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan

C Kurangnya pencapaian AngKearisipasi Murni (APM) pendidikan dasar,
yaitu 95,4%untuk Sekolah DasarSD) dan73,3% untuk Sekolah Menengah
Pertama$MP).

C Masih ingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidituyaitu 1,7%
dan SMP yaitu 1,99%.

Masih rendahnya keakurasian dan kerklitan data peserta didik.

Belum tepatnygemberian bantuan operasional sekalah beasiswa

e. PemerataanDistribusi PTK

C Belum meratanya istribusi PTK, sehingga masih ada kesenjangan
ketersediarPTK antar daerghbaik jumlah maupun kompetenBasio murid



per guru berkisar antara2D untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertamadan 114 untuk tingkatPendidikan Menengah.

Tingginya ketidaksesuaiantarabidang keahlian gurdanmata ajaran.

Belum dikaitkannya kebutuha®TK dengan pemberiarsertifikasi dan

tunjangan profesi.

f. Berbagi Pengetahuan atar PTK

Masih lebarny&esenjangan kompetensi antar PTK

Belum efisiennya mekanisme forum komunikasi PTK dalam upaya berbagi
muatan dan metode pembelajaran yang berhubungan dengan pesugekzn
pengalaman pembelajararserta manajemen lembaga persekolahan dan

perguruan tinggfPT).

Kurangnyakeleluasaan tenaga pendidiklammerancang materi dan metode

pelaksanaan pembelajaran.

Masih sulitnya memberikan kontribusi maupun mengakses pesglitian

dan pengabdian masyarakat

Kurangnya penghargaan terhadap kontribusi PTK dalam berbagi pengetahuan

dan pengalaman.

g. Keselarasan Pendidikan dan Dunia Kerja

¢

Masih kurangnya keselarasan luaran pendidikan dan kebutuhan dunia kerja

terutama dari sisi kompetensi, jumlah dan sebaran.

Masih kurang diperhatikannya kebutuhan tenaga kerja dan potensi daerah,

nasional da internasionatlalam perencanaan pembangunan pendidika

h. Penataan Sistem dan Organisasi

Tugas dan fungsi unit kerja kurang mencerminkan misi dan tujuan organisasi

Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya mengacu pada tugas dan fungsi unit

kerja.
Kurangnya keterpaduan dan sinkronisasi proses antar unit dalamsasg.

Masih terdapatnya pros@soses yang tidak memberikan nilai tambah.



Belum lengkapnya siklus manajemdplan, Do, Check, Ac(PDCA) pada

hampir semua kegiatan yang dilaksanakan.

Masih belum efektifnya sistem pengendalian manajemery yaencakup

monitoring, evaluagilan pengawasan.

Kurangnya pendelegasian wewenang kepada tingkatan manajemen yang lebih

rendah.

Belum diterapkannya pola pikir dan budaya kerja yang melayani masyarakat

dalam perilaku SDM aparatur.

I. Penataan Beban Kerja dan Pengukuran knerja

¢
¢

Belum seimbangnya beban kerja organisasi dengan jumlah pegawai.

Belum seimbangnya proporsi tugagias manajerial dan tugas teknis pada

tingkatan manajemen.

Belum efektifnya sistem pengukuran kinerja organisasi dan individual yang

mencakup semuahapan kegiatan.

Kurang sesuainya jumlah dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan

tugas dan fungsi.

Belum tersedianya sistem remunerasi berbasis beban kerja dan pengukuran

kinerja.

Belum diterapkannya penganggaran berbasis beban kerja dan pengukura

kinerja.

Belum efektifnya sistem pengelolaan kepegawaian berdasarkan kinerja.

1.3 Tujuan

Tujuan dari Reformasi Birokragiternal Kemdiknaslibagi menjadi dua yaitu:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum pelaksanaan RBI lingkungan Kemdiknas adalah membangun

suatusistem birokrasi yang beregritas, efisien, terbuka déerorientasi pada kebutuhan



publik dalam memberikan layanan prima pendidikan kepada semua pemangku kepentingan

untuk mencapai tujuan strategis pendidikan nasional.
b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus pelaksaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemdiknas adalah
menghasilkan Sistem Layanan Prima Pendidikan kepada semua pemangku kepentingan
yang lebih efisien, efektif dan terbuka melalui pembenahan proses, penguatan organisasi
dan budaya kerja, penguatddumber Daya Manusia, pengembangan sistedan

pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

1.4 Sasaran
Sasaran Reformasi BirokrdsternalKemdiknasdibagi menjadi dua yaitu
a. Sasaran Umum

Sasaran reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidiasional
ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan tahun
20102014.

e Kelembagaan yang sehat dan dinamis mampu memberikan layanan terbaik

kepada masyarakat.
¢ Ketatalaksanaan yang efisien dan efektif

e Sumber Daya Manusia yakgmpeten, memiki tata nilai dan etika kerja.
b. Sasaran Khusus

Sasaran Spesifik yang akan dicapai dalam reformasi birokrasi di lingkungan
Kemdiknas adalah sebagdmerikut

e Terbentuknya proses layananipean dan pengakreditasian sekolphdgram
studi/ kursus, penyetaraan ijazah luaegeri, seleksi pemberian hibalan
penyesuaian menjadi Badan Hukum Penduligang lebih cepat, lebih tepat

dan terbuka.



Terbentuknya mses pengelolaakepegawaian damproses pensertifikaasn
pendidik yang memperhatikdwalifikasi, kompetensi dan kebutuhan wilaya

yang lebih cepat, lebih tepat dan terbuka.

Tersedianya mekanisme perencanaan pendidikan yang sesuai kebutuhan dan
didukung data sarana dan prasarana perahidikng akurat, terintegrasi dan

selalu termutakhirkanntuk meningkatkan efisiensi

Tersedianya mekanismgang menjamin tingkat kepastian publik dalam
memperoleh layanan pendidikan yang didukung data peserta didik dan

penduduk usia sekolah yang akurat, terintegrasi dan selalu termutakhirkan

Tersedianya sietn berbasis TIKyang memfasilitasi PTK untuk berbagi
materi dan metode pembelajaran serta manajemen lembaga persekolahan dan

perguruan tinggi

Terbentuknya Sistem Perencanaan Pendidikan yang selaras dengan kebutuhan
dunia kerja serta memperhatikan kebutuhan wilayah, nasional dan

internasional

Terbentuknya struktur organisasi dan prosedur kerja serta tersedianya sumber
daya manusia yang dapat melaksanakan misi dan mencapai tujuan organisasi

secara efektif dan efisien.

Terbentukya sistem perencaan, penganggaran, pengendaliatan

remunerasi yang mengacu pada beban kerja dan kinerja.



BAB I

KONSEP DAN PENDEKATAN
REFORMASI BIROKRASI INTERNAL KEMDIKNAS

Pada bab ini dijelaskan mengenai konsep dan pendekatan yang digunakan dalam

melaksanakan agen&eformasiBirokrasilnternal Kemdiknas.

2.1 Arahan Strategis

Dalam Rencana Strategis 20014 Kemdiknastelah menetapkarvisi yakni
ARTer sel engg armaPgndidikaraNasioma untukPMembentuk Insatotresia
Cerdas Komprehensitebagaimana terlihat pada Gambadontuk mencapai visi teebut,
dlaksanakan o0Mi si 5Ko vyaitu HKastdenr Relevarisia a n
Kesetaraan dan KepastiaBelanjutnya ditetapkan tatalai guna newujudkan layanan
prima pendidika, yakni amanah, profesional,visioner, demokratis, inklusifdan
berkeadilan, yanglirangkum menjadi sebuah mofioMe | ay a n i Semua denga

Motto ini secara strategis menjiwdemdiknas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

VISI:
Terselenggaranya Layanan Prima
Pendidikan Nasional untuk Membentuk
Insan Indonesia Cerdas Komprehensif
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“Melayani Semua dengan Amanah”
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Gambar 1 Arahan Strategis




2.2  Konsep Umum Reformasi Birokrasi

PelaksanaarReformasiBirokrasi harus memperhatikaketerkaitan antar susub
sistem yang akan dibenahi datau dibangun. Keterkaitagian integrasantara suisub
sistem dalam organisasakan menjadi kunci sukses implementRsiformasiBirokrasi.

Gambar2 ini adalah gambaran keseluruhan kerangkaramReformasiBirokrasi

Manajemen Perubahan:
Pola Pikir, Pola Sikap, Pola Tindak

Penataan
Pembenahan dan

Ketata-
Penguatan
laksanaan sDM

”

Pengembangan Sistem:
Efisien, Transparan, Akuntabel

Penguatan
Organisasi

N N

 [eap)isenjoug

{!m JeeS ISejoilg

Pemanfaatan TIK

Gambar 2 Kerangka Program Reformasi Birokrasi Internal

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuardan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan

terutamamenyangkut aspeéispek berikut

Penguatan anisasi
2. Pembenahan Ketatalaksanaan

Penataan daRenguatan SDM

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baiggod governange Dengan kata lairReformasiBirokrasi adalah
langkah strategis untuk membangun aparatuarseggar lebih berdaya gudan berhasil

dalam mengemban tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional.

2.3  Konsep Reformasi Birokrasi Kemdiknas

Reformasi Birokrasi Kemdiknas dilaksanakadengan mengacypada rencana

strategis Kemdiknas 2042014 dan misi 5K Kemdiknas sebagai landasan perencanaan



pelaksanaanprogram Fformasi Birokrasi Disamping itu pelaksanaaiReformasi
Birokrasi Kemdiknas juga harus dilandasi oleh prinsip efsjeefektivtas, akunthilitas

dan transparansi
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Gambar 3 Konsep Reformasi Kemdiknas

ReformasiBirokrasi Kemdiknas merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi
pelaksanaan Sisdiknas. Ref@snBrokrasilnternalKemdiknas dilaksarken agar mampu
memberikan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan antara lain peserta
didik, orang tua, masyarakat, pediti dan tenaga kependidikan, sedania usaha.
ProgramReformasi Brokrasi Kemdiknas disusun berdasarkan 4 (empat) kelompok yaitu



penguatanorganisasi, penataan darpenguaan SDM, pembenahan tata laksadan

pemanfaatan TIKDan semua fmgram Reformasi Birokrasi Kemdiknas hamgngarah

pada peningkatan layanan prima untuk semua pemangku kepentingan di lingkungan

Kemdiknas.

2.4
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Pendekatan Refomasi Birokrasi Kemdiknas

Fokus Orientasi Basis Sifat

Publik i Informasi

jo.1g

SDM yang Kompeten

Ise.l

Sistem berbasis TIK
(Efisien, Transparan, Akuntabel)

|eap] Isenjolig

Lembaga yang Kokoh-Mandiri

Gambar 4 Pendekatan Reformasi Birokrasi | nternal Kemdiknas

Pendekatan yang dipergunakan dalam Reformasi Birokrasi Internal Kemdiknas dari

birokrasikonvensional menujhbirokrasi yang ideal adalah sebadaerikut

A

A

To

Setiap proses dirancang untuk memudahkan yang menerima laylamgen yang
memberikan layanampgblic centrig.
Setiap sistem dirancang mengacu pada fungsi organisasi bukan pada struktur organisasi/
unit kerja unction basep
Setiap proses mgacu pada informasi yang dibutuhkan bukan pada dokumen fisik
(information baseq
Setiap informasi yang dihasilkan dari suatu proses harus dapat dipakai bersama oleh semua
pemangku kepentingan terkaitformationsharing).
SDM yang kompetewi bidangnya damempunyai kinerja terukur.
Setiap layanan didukung oleh

V Pemanfaatan TIK sehgga lebih transparan, akuntabeh efisien.

V Lembaga yang kokohmandiri danmempunyai kinerja terukugperformancebased

organizatior).



BAB Il

METODOLOGI
REFORMASI BIROKRASI INTERNAL K EMDIKNAS

Pada bab Ill ini akan dijelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan Reformasi

BirokrasiKemdiknas, dari segi pelaksana, prosedurtdhapartahapan yandilakukan.

3.1 Struktur Pelaksana Reformasi Kemdiknas

Reformasi Kemdiknas dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari tim
internal Kemdiknas, perwakilan dari masimgsing unit utama Project Management
Officer (PMO), dan nara suber (eksternal). Timpelaksana Bformasi Birokrasi
Kemdiknas bertugas untuk membuat perencanaanjey dan pegontrolan rencana
rencana aksi &ormasi Birokrasi Berikut ini adalah struktur pelaksanReformasi
BirokrasiKemdiknas



Pengarah :

Ketua : Mara Sumber :
. . Konsultan PMO
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Gambar 5 Struktur Tim Pelaksana ReformasiBirokrasi Kemdiknas

Struktur pelaksand&eformasi Birokrasi Kemdiknadibagi menjadi dua bagian
yaitu, pelaksana pusat dan pelaksana unit utama. Hal ini untuk mempermudah koordinasi
dan pemantauan pelaksanaan Reformaekrasi di lingkungan Kemdiknas.



3.2 Peta Jalan ReformasBirokrasi Kemdiknas

Dalam pelaksanaan Reformd3irokrasi Kemdiknas, dirancang suatu peta jalan
seperti yang dapat dilihat pada gamddr bawah ini

Telah Dirancang

Man. SDM

Replikasi

Penataan SisDur Pusat
unt.Daerah

;") Sedang Dirancang basisKinerja

1] -

- Akan Dirancang
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= Jabatan Remunerasi e
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o
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Rumusan VELEIR Operasional
Budaya Kerja | Data Pend. Data Pend.
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Gambar 6 Peta JalanReformasiBirokrasi K emdiknas

Peta Jalan ini menggambarkan keterkaitan dan pelaksanaan dgeiodaasi
Birokrasi Kemdiknas. Pelaksanaan ReformBsiokrasi Kemdiknas dilaksanakan dengan
mengacu pda Permenpan No. 15/20@8inggatahun 2010 telah dilaksakan analisa dan
kajian terkait Pergeseran Paradigma Reformasi Birokrasi, Tujuan Strategis dan
Pernmasalahan Operasional Kemdikn&elain ity juga telah dilaksanakan Restrukturisasi

Organisasi, Penataamdas dan Fungsi serta Perumusan Budaya Kerja.

Padatahun 2010juga sedang dirancang Penatdistem dan ProseduSigDul)
Pusat, Manajemen Data Pendidikan, Analisa Jabatan, Sistem Pengukuran Kinerja
Organisasi dan Individu, serta Sistem Pengelolaan SDM berbasis Kinerja.

Pada tahun 2011 akan dirancang eistManajemen KinerjaPemetaan dan
Penenpatan SDMQperasionalisasi dari Data Pendidikan daste3n Remunerasi. Selain

itu, pada tahun 2011 ini, reformasi yang telah dilakukan di pusat akan direplikasi di daerah.



3.3 Tahapan ReformasiBirokrasi Kemdiknas

Terdapat tiga tahapan yang harus dilalui dalam melakukan eksekusi terhadap

rencana aksi yang ada. Tahapan tersebut diantaranya:

3.3.1 Tahap Pembangunan dan Pestaan Sistem

Penentuan Penentuan
Kebutuhan Beban Kerja dan
Teknologi Kualifikasi SDM

Identifikasi Evaluasi Proses
Proses Saat Ini Saat Ini

Pengembangan
Sistem Berbasis
Teknologi

Penyusunan Penentuan Tata Penentuan
Prosedur Kerja Nilai Indikator Kinerja

Penyusunan Penentuan Internalisasi dan
Kebijakan dan Standar Layanan Aktualisasi Visi,
Regulasi Minimum Misi dan Strategi

Ket :
eterangan B Tahap 1: Perencanaan B Tahap 2: Pembangunan

Gambar 7 Tahap Pembangunan dan Penataan Sistem

Dalam tahap Penslmgunan dan Penataan Sistem, terdapat tahap Perencanaan yang
dimulai dari Tahap Identifikasi Proses S&at sampai dengan Penentuan Tata Nilai dan
Tahap Pembangunan yang dimulai dari Penyusunan Prosedur Kerja sampai dengan

Internalisasi dan Aktualisa¥iisi, Misi dan Strategi.



3.3.2 Tahap Sosialisasi dan Implementasi

Sosialisasi Keterkaitan Kegiatan
Reformasi dengan Pencapaian
Visi Misi dan Strategi

Sosialisasi

‘ Kebijakan dan
Regulasi Baru

Instalasi
Sistem

Penyediaan
Inisialiasi Data SDM dan

Sosialisasi Proses
Bisnis Hasil
Reformasi

Sosialisasi Indikator
Kinerja

Sosialisasi
Kebutuhan Jumlah
dan Kualifikasi SDM

Sosialisasi Sistem
Informasi

Uji Coba Operasional
Sistem Sistem Baru

Prosedur Kerja

L] Tahap 3: Sosialisasi e Tahap 4: Implementasi

Gambar 8 Tahap Sosialisasi dan Implementasi

Dalam tahap Sosialisasi dan Implementasi Sistem, terdapat tahap Sosialisasi yang
dimulai dari TahapSosialisasi KeterkaitaKegiatan Reformasi dengan Pencapaian Visi
Misi dan Strategi sampai dengaisosialisasi Kebijakan daRegulasi Barudan Tahap

Implementasi yang dimulai ddnstalasi SisterhinggaOperasional Sistem Baru

3.3.3 Tahap PengukuranDampak ReformasiBirokrasi

Pengukuran dan
Evaluasi Efisiensi
Eksternal dan
Internal

Pengukuran dan Evaluasi
Kinerja Proses, Organiasi
dan Individu

Pengukuran dan
Evaluasi Ketercapaian
Standar Layanan

Penyesuaian
Standar Layanan
Pendidikan

L Tahap 5: Operasional

Gambar 9 Tahap Pengukuran Dampak Reformasi

Tahap Pengukuran Dampak ReformBsiokrasiterdiri dari empat tahap dimulai
dari Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Proses, Organisasi dan Individu sampai dengan
Pengukuran dan Evaluasi Eéissi Eksternal dan Internal.



3.4 Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelakasanaan kinerja Reformasol8asi Internal Kemdiknaadalah

sebagai berikut:

1. Penyusunan Program Kerja dan Rencaksi A

Penyusunan program kerja dan rencana aksi merupakan tahapardadaval
reformasi birokrasi. Penyusunan program ini meliputi penentuan dan perumusan
rencana kerja yang akan digunakaagai acuan dalam pelaksanaan Reformasi

Birokrasi InternalKkemdiknas

2. Penyusunan Anggaran
Setelah diperoleh daftar rencana aksi, makapgah selanjutnya adalah menyusun
besaran anggaran untuk merealisasikan rencana aksi tersebut.

3. Survey

Surveydilakukan untuk melihat dan mengidentifikasi kondsisting (kondisi
sebelum dilakukan reformasi) untuk selanjutnya akan dilakukan pemetaas prose

bisnis.

4. Pemetaan proses bisnis

Dari hasil surveyyang diperoleh, maka dilakukan pemetaan proses bisnis yang
dituangkan dalam sebuah bentuk diagram swimlane. Pemetaan ini mempermudah

untuk menentukan kebutuhan teknologi yang tepat untuk melakukan reformas

5. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan baik kepada seluruh unit utama di Kemdiknas, maupun
kepada para pemangku kepentingan yang tersebar di daerah. Hal ini untuk
menginformasikan rencana dan hasil reformasi yang dilakukan di lingkungan

Kemdiknas.

6. Quickwins

Quick winsadalah merupakan program RefomasbBrasi yang menjadi prioritas
Kemdiknasuntuk dikerjakan pada tahun 2010.



7. Penentuan Konsultan

Selain rencana aksi yangkdrjakan oleh unitinit utama Kemdiknas, juga terdapat
rencanarencana aksi yanglikerjakan oleh pusat Kementerian. Rencana aksi
tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Konsultan eksternal sehingga
ditentukanbeberapa konsultan yang berlkmeten untuk mengerjakan rencana aksi
tersebut.

8. Mekanisme Koordinasi

Demi kelancaran pekj@an baik yang dilakukan oléhm RBI Pusat dan Bnsultan,
serta undunit utama, maka dibuat sebuah mekanisme koordinasi, antara lain

sebagai berikut:

e Konsultan melakukan pemetaan terhadap prpseses yang terdaftar dalam

rencana aksi.
e Mengadakan rap&bordinasi setiap dua minggu dengan tim RBI Unit utama.

¢ Mengadakan rapat koordinasi secautin dengan tim konsultan e&mal

untuk memantau perkembangan pekerjaan.

e Melakukan pemeriksaarierhadap pekerjaan konsultan teksal melalui
pengumpulan laporayang dikumpulkan oleh konsultan sesuai dengan periode

yang ditentukan.

e Mengadakariocus Group DiscussiofFGD) yang melibatkan masingasing

konsultan ekternal dengan unibit utama.

e Membuat miestone dari setiap rencana aksi baing dilakukan oleh

konailtan ek$ernal maupun unit utama.



BAB IV

RENCANA AKSI
REFORMASI BIROKRASI INTERNAL KEMDIKNAS

Pada bab IVakan dipaparkanrencanaaksi dari Reformasi Birokrasi Internal
Kemdiknas disertai jadwal pelaksanaan tiap rencana aklencana aksi Reformasi
Birokrasi Kemdiknas disusun ebdasarkan7 agenda Rirmasi Birokrasi Internal

Kemdiknas.

4.1 Agenda Reformasi Kemdiknas

Dalam pelaksanaan Reformasi Kemdiknas terdapat tujuh agenda reformasi yang

meliputi

. Penataan dan Penguatan SDM

. Penguatan Organisasi )7

Birokrasi

Reformasi

. Pembenahan Tatalaksana dan Pengembangan Sistem }—l

. Reformasi Layanan Satuan Pendidikan Ji

. Reformasi Layanan Peserta Didik

. Reformasi Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ]
]

~

. Reformasi Layanan Substansi Pendidikan H

c
]
c
@
>
]
—
(%]
@
£
S
=)
7]
oc

Gambar 10 Agenda ReformasiBirokrasi Kemdiknas



Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemdiknas ditujukan untk Reformasi
Pelaksanaan SisteRendidikan Nasional. Dalam reformasi pelailesn Sistem Pendidikan

Nasionaltahun2010-2014terdapat dua fokus utama pembenahan, yaitu:

A Reformasi yang berorientasi pada perbaikan kondisi internal R&farmasi

Birokrasi yang meliputi

A Penguatan Organisasi,
A Penataan dan Penguatan SDM,

A Pembenahan Tatalaksana dan Pengembangan Sistem

A Reformasi yang berorientasi pada perbaikan layanan kepada pihak eksternal atau

Reformasi Layanan yang terdiri dari:

A Reformasi layanan kepada satuan pendidikan,
A Reformasi layanan kepada pendidik dan tenaga kependidikan,
A Reformasi layanan kepada pesertakgid

A Reformasi layanan substansi pendidikan.

4.1.1 ReformasiPenguatan OrganisasKemdiknas

Tabd 1 Reformasi Penguatan Organisasi Kemdiknas

Renc.Aksi Renc. Pemb. Sos. Imp.

Penataan Struktur

Organisasi Kemdiknas 2010 2010 2010 2010

Penataan Keterpaduan
Sistem dan Tata Kerja ant; 2010 2010 2011 2011
Unit Organisasi

Penataan Tugas dan Fung
Unit Kerja Sesuai Dengan 2010 2010 2011 2011
Misi dan Tujuan Organisas

Penataan Struktur
Organisasi,Tugas dan
Fungsi Unit Kerja Sesuai 2011 2011 2011 2011
Dengan Misi dan Tujuan
Organisas{UPT)




Renc.Aksi Renc. Pemb. Sos. Imp.

Penataan Keterpaduan

Sistem dan Tata Kerja ant; 2011 2011 2011 2011
Unit Organisas{UPT)

Mekanisme Koordinasi

. . 2011 2011 2011 2011
Dengan Unit Kerja Daerah
4.1.2 Reformasi Penataan SDM
Tabel 2 Reformasi Penataan SDM
Renc.Aksi Renc. Pemb. Sos. Imp.

Penerapan Budaya Kerja

Sesuai Dengan Tata Nilai 2010 2010 2011 2011
Kemdiknas

Analisis darEvaluasi

Jabgtan Perhltungan Bebg 2010 2010 2011 2011
Kerja dan Pemeringkatan

Jabatan

Penataan SDM Aparatur

Sesuai Dengan Kualifikasi 2011 2011 2011 2011
Jabatar{?)

Pengembangan Sistem

Remunerasi Berbasis 2011 2011 2011 2011
Beban Kerja dan Kinerja

Penguatan Budaya Kerja

Sesuai Dengan Tata Nilai 2011 2011 2011 2011
Kemdiknag(UPT)

Analisis dan Evaluasi

Jab_atan, Perhltuhgan Bebi; 2011 2011 2011 2011
Kerja dan Pemeringkatan

Jabatar{UPT)

Penataan SDM Aparatur

Sesuai Dengan Kualifikasi 2011 2011 2011 2011

Jabatar{UPT)




Renc.Aksi Renc. Pemb. Sos. Imp.

Pengembangan Sistem

Remunerasi Berbasis

Beban Kerja dan Kinerja 2011 2011 2011 2011
(UPT)
4.1.3 Reformasi Pembenahan Tatalaksana dan Pengembangan Sistem

Tabel 3 Reformasi Pembenahan Tatalaksana dan Pengembangan Sistem
Renc.Aksi Renc. Pemb. Sos. Imp.

Pengembangan Sistem

Perencanaandan 2010 20102011 2011 2011
Penganggaran Berbasis

Kinerja

Pengembangan Sistem 2011 2011 2011 2011
Pengendalian Manajemen

Penyusunan Database 2011 2011 2011 2011
Pengawasan

Pengembangan Sistem

Pengelolaan Kepegawaiar 2010 2010 2011 2011
Berbasis Kinerja

Pengembangan dan

Pengendalian Hasil Tindak 2010 2010 2010 2010
Lanjut Pemeriksaan

Pengembangan Standar

Audit APIP 2010 2010 2010 2010
Pengelolaan Tenaga

. . 2010 2010 2010 2010

Fungsional Auditor

;‘;”e”maan CPNSrine 2010 2010 2010 2010-2011
Pengembangan Sistem

Pengelolaan Barang Milik 2010 2011 2011 2011

Negara




Renc.Aksi Renc. Pemb. Sos. Imp.
Pengembangan Sistem
Akuntansidan Keuangan 2011 2011 2011 2011
(?)
Pengembangan Sistem 2011 2011 2011 2011
Manajemen Dokumen
PDPT 2010 2010-2011 2011 2011
Penggrgamsasmn Data 2010 2011 2011 2011
Kemdiknas
Pengembangan Pusat
Layanan Prima Pendidikar 2010 2010 2010-2011 2010-2011
Nasional
Call Center 2010 2010 2010-2011 2010-2011
Pembangunan Pusat 2011 2011 2011 2011
Pengaduan Masyarakat
Peningkatan Pencitraan
dan Pemahaman Terhadaj 2010 2010 2011 2011
Pendidikan
Penyusunan POEayanan 2010 2010 2010 2010
Masyarakatltjen)
SOP Audit Rerbasis Resiko 2010 2010 2010 2010
Penyusunan SOP
Pengawasan Tindak Lanjl 2010 2010 2010 2010
Eksternal
Kajlah Sistem Informasi 2010 2010 2010 2010
Manajemen Pengawasan
Layanan Keberatan Alitan 2010 2010 2010 2010
Pembangunan dan
Implementasi Sistem

2010 2011 2011 2011

Pengelolaan Kinerja
Organsasidan Individu

yang Selaras €ngan Misi




Renc.Aksi Renc. Pemb. Sos. Imp.
dan Tujuan Organisasi
Peningkatan Sistem
Penyusunan Peraturan 2010 20102011 2011 2011
Perundangindangan
Bidang Pendidikan
PeningkatarSistem
Pendokumentasian dan
Layanan Informasi 2010 20102011 2011 2011
Perundangindangan
Bidang Rendidikan
Peningkatan Sistem
Layanan Fasilitasi Bantuar 2010 20102011 2011 2011
Hukum
Pembangunan dan
Implementasi Sistem
Pengelolaan Kinerja
Organisai dan Individual 2011 2011 2011 2011
yang Selaras éngan Misi
dan Tujuan Organisasi
(UPT)
4.1.4 Reformasi Layanan Satuan Pendidikan
Tabd 4 Reformasi Layanan Satuan Pendidikan
Renc.Aksi Renc. Pemb. Sos. Imp.
Sistem Rrijinan Skolah 2010 2011 2011 2011
Sistem Rrijinan PT 2010 2011 2011 2011
Sistem Perijinan i@di 2010 2011 2011 2011
Sistem Perijinan €mbaga
Non Formal
T Kursus 2010 2010 2011 2011




Renc.Aksi Renc. Pemb. Sos. Imp.

i PKBM 2010 2010 2011 2011
i PAUD 2011 2011 2011 2011
Sistem Pengakreditasian 2010 2011 2011 2011
Sekolah
Sistem Penyaluran Hibah 2010 2011 2011 2011

Pengembangan SPM,
Standar Nasional dan 2010 2011 2011 2011
Internasional Pendidikan

Sistem Pemetaan Daya

2011 2011 2011 2011
Tampung
Sistem Pemetaan Kondisi 2011 2011 2011 2011
Sekolah
Sistem Penyelarasamdeli/
Sekolah Dengan Kebutuheé 2011 2011 2011 2011

Tenaga Krja

4.1.5 Reformasi Layanan Peserta Didik

Tabel 5 Reformasi Reformasi Layanan Peserta Didik

Renc.Aksi Renc. Pemb. Sos. Imp.

Sistem Penyaluran

. 2010 2010 2010 2011
Beasiswa dggulan

Sistem Penjaminan
Ketepatan Penyaluran 2011 2011 2011 2011
Beasiswa dan &tuan

Sistem Penjaminan
Kepastian Memperoleh 2011 2011 2011 2011
Layanan Bndidikan

Sistem Pemberianit

Belajar Sswa WNA 2010 2010 2011 2011




Renc.Aksi Renc. Pemb. Sos. Imp.

Sistem Pemberian ljin

Belajar Siswa WNI di 2010 2010 2011 2011
Sekolah Kerjasamasing

Sistem Bnyaluan Siswa

WNI dari Luar Negeri 2010 2010 201 201
Sistem Penyetaraan ljazal

Sekolah LN 2010 2010 2011 2011
Sistem Penyetaraajatah 2010 2010 2011 2011
PT LN

Sistem Pendataan Pesertg

Didik dan Penduduk Usia 2010 2010 2011 2011
Sekolah

Info Lembagaursus 2010 2010 2010 2010
Info Penyelenggara Ui 2010 2010 2010 2010
Kompetensi
4.1.6 Reformasi Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 6 Reformasi Reformasi Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Renc.Aksi Renc. Pemb. Sos. Imp.

Sistem Pengelolaan Mutag 2010 2010 2010 2011
Dosen

Sistem Pengelolaaviutasi 2011 2011 2011 2011
Guru

Sistem Penge_lolaan Mutas 2011 2011 2011 2011
Tenaga Engsional

Sistem Pengelolaan Mutas -, | 2011 2011 2011
Tenaga Alministresi

Sistem Peningkatan 2011 2011 2011 2011

Kualifikasi PTK




Renc.Aksi

Renc.

Pemb.

Sos.

Sistem Rningkatan
Kualifikasi Dosen

2011

2011

2011

2011

Sistem nserifikasian
Guru

2011

2011

2011

2011

Sistem Proses Inpassing
Guru Bukan PNS

2010

2010

2011

2011

Sistem Pensertifikasian
Dosen

2010

2011

2011

2011

Sistem Penilaian iKerja
PTK

2011

2011

2011

2011

SistemPerhitungan Angka
Kredit Guru

2011

2011

2011

2011

Sistem Peningkatan
Kompetensi PTK
Berkelanjutan (KKG/
MGMP)

2011

2011

2011

2011

PublikasiOnline Database
Trainer RRningkatan
KompetensKepsek&
Pengawas

2010

2011

2011

2011

Sistem Uji Kompetensi
PTK-PNF

2010

2011

2011

2011

Pengembangan sistem
NUPTK

- Pengembangandaerator
SIM NUPTK

2010

2010

2011

2011

- Pendaftaran NUPTK
Online

2010

2010

2010

2011

- Pemutakhiran Bta
NUPTK oleh Satuan
Pendidikan

2010

2011

2011

2011




Renc.Aksi Renc. Pemb. Sos. Imp.
Penyediaandan
Pendistribusian Guru
- Sistem Rekruitmen
Kepsek dan Engawas 2011 2011 2011 2011
- Sistem Rekruitmen Gu 2011 2011 2011 2011
- Sistem Pendistribusian 2011 2011 2011 2011
Guru
Sisem Pemilihan PTK 2011 2011 2011 2011
Berprestasi
Perlindungan dan Bantuan
Hukum PTK 2011 2011 2011 2011
Publikasi dan Pemberian
Insentif Tutor PAUD, 2010 2010 2010 2011
Honor TLD dan FDI
Publikasi SK Penyaluran
Subsidi unjargan 2010 2011 2011 2011
Fungsioral, Khusus,
Profesi
lin Perjalanan Dinasuar 2010 20102011 | 20162011 | 20102011
Negeri (LN)

4.1.7 Reformasi Layanan Substansi Pendidikan
Tabel 7 Reformasi Layanan Substansi Pendidikan

Renc.Aksi Renc. Pemb. Sos. Imp.
Pengembangan 8em
Pengelolaan Materi,
Metodedan Manajemen 2010 2011 2011 2011
Lembaga Persekolahan de
PT

2010 2011 2011 2011

Pengembangan Modul




Renc.Aksi Renc. Pemb. Sos. Imp.
Materi Pembelajaran
Berbasis TIK
- BSE(Buku Sekolah 2010 2010 2011 2011
Elektronik)
- Bimbel Online 2010 2010 2011 2011
- Edukasi.net 2010 2010 2011 2011
KBBI 2010 2010 2010 2010
Glosarium 2010 2010 2010 2010
Garuda 2010 2010 2010 2010
Pendidikan karakter 2010 2010 2011 2011
Pendidikan Kwirausahaan 2010 2011 2011 2011
Penyelarasar] Pend@kan 2010 2011 2011 2011
Dengan Duniaridustri
Informasi Kurikulum 2011 2011 2011 2011
Sistem Informasi Materi 2011 2011 2011 2011

dan Nlai UN




BAB V

MODEL PENGEMBANGAN E -LAYANAN

5.1 Konsep ReformasiLayanan Prima

+ Standar Pelayanan Publik
: (UU No 25 Tahun 2009) )
®olusi TIK r 3
dengan e-Layanan Fungsi Pengawasan Eksternal &

\ L Internal )
1 + Kriteria standar TIK
T E—E-

1]
— —

G2G:
Government  Government Government
to citizen to business to government

Gambar 11 Konsep Reformasi Layanan Prima

Reformasi Layanan Konvensional menuju Layanan Prima dilakukan dengan
menggunakan pendekatan TIK yang beruhayanan (layanan secara elektronik) dengan
berlandaskan kriteria standar TIK dan Standar Layanan Publik sesuai dengan. 2% No
Tahun 2009 tentang Pelayan®ublik. Berdasarkan UU Na25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik, maka asas standar layanan publik adalah sebagai berikut:

T

Kepentingan thum

Kepastian kikum

Kesamaan Bk

Keseimbangan &k dan Kewajiban
Keprofesionalan

Partisipatif

Persamaand?lakuan/Tidak Diskriminatif
Keterbukaan

Akuntabilitas

Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompekitan
Ketepatan Vektu

To T To o To To T To I To I

Kecepatan, Kemudahan deeterjangkauan



Proses penyelenggaraan layanan prima juga mempertimbangkan proses penilaian
kinerja dan pengawasan eksternal dan intern@énilaian kinerja dilakukan oleh
penyelenggara layanan secara berkala dengan menggunakan indikator kinerja yang
berdaarkan standar layanan. Sedangkan untuk pengawasan penyelenggaraan layanan
publik dilakukan oleh pengawas internal (atasan langsung dan pengawas fungsional) dan
pengawas eksternal (masyarakat, ombudsman, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/
Kota).

Selain memeuhi Standar Layanan Publik seperti yang tertuang dalam U2%&No
Tahun 2009 datas, eLayanan juga harus memenuhi kriteria standar Teknologi Informasi
dan Komunikasi diantanya ditinjau dari sisi manfaat, partisipatif, kemudahaar, flow
and share kemanan, konsistenspystainability integrasi dan arsitektuKriteria standar

tersebutigunakan sebagai acuan dalam memigangan d.ayanan di Kemdiknas.

Manfaat * Publik maupun Kementerian mendapatkan manfaat yang maksimal dari

e-Layanan, yakni penerima layanan mendatkan kemudahan, kepastian dan
N kecepatan layanan, sedangkan kementerian mendapatkan kematangan
( Partisipatif J » data permintaan dari partisipasi aktif masyarakat.

* Publik mendapatkan kemudahan dalam mengakses e-Layanan, sistem

Kemudahan memberikan peringatan-peringatan apabila ada masukan yang tidak sesuai
User dengan ketentuan (validasi dan verifikasi awal) dan sistem
memberitahukan status pemrosesan layanan (kepastian bagi publik).
Flow and * Data yang sudah dimasukkan dan diverifikasi oleh pengguna, tidak diketik
. Share » ulang oleh operator serta data dalam bentuk database.
* Layanan yang diberikan untuk individu atau satuan pendidikan tertentu
Keamanan harus memakai otentifikasi yang memadai dan setiap isian yang melewati

otentifikasi berkekuatan hukum (UU ITE).

R ' * Semua informasi atau layanan disajikan atau diminta relevan dengan
konteksnya dan data tetap (non transaksi) yang sudah pernah dimasukkan

» tidak perlu diminta berulang-ulang.

Perlu dijaga kesinambungan e-Layanan melalui data support, process

t Sustainability
support dan pemantauan kinerja layanan.

Integrasi dan * Integrasi pada level data base dan/atau web service untuk mendapatkan
Arsitektur J nilai tambah yang tinggi dan mempertinggi konsistensi.

Gambar 12 Kriteria Standar e-Layanan Kemdiknas



5.2 Model Pengembangare-Layanan

Latar belakag pengembangan-leayanan dalanReformasi Layanan disebabkan
oleh banyaknya portal layanan yang ada di masgiagingunit uama Kemdiknas hanya
berisi informasi dan berita terit dengan pelaksanaan layanamt utama Kemdiknas.
Selan itu, Kemdiknasmemiliki banyak portal layanannit utama, sehingga tidak ada
portal utama sebagai jalan masuk yang menghubungkan pemangku kepentingan ke layanan
yang dibutuhkan di Kemdiknas.

Dari kondisi eksisting yang adamaka dirancanglah sua konsep model
pengembanganleayanan Kemdiknag.ujuan pengembanganLeyanan ialah menjadikan
portal yang ada di Kemdiknas digunakan sebagai sarana untuk memberikan layanan
kepada publik bukan hanyebatasnformasi atau beritaSelain itu, portaportal kyanan
yang ada di unit utama Kemdiknas dapat diakses melalui gatial utamayang
beralamatkan dwww.kemdiknas.go.id sebagai pintu masuk pusat layanan pendidikan
nasional yang menghubungkan masyarakatlayananlayanan yangdibutuhkan di

Kemdiknas.
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Gambar 13 Portal Informasi dan Layanan Terintegrasi

Dengan adanya-kayanan yakni layanan yang berbasis Tlgada Kemdiknas,
akan tercipta integrasi yang dinamis dari surguenber data ke portal yang menjadi

Api nt u ma sn iktégrasi antamayangr@ang diberikan unit utama melalui portal



utama. Untuk itupembuatan 4ayanan mengacu pada kaidaimgle source of data
Dengan arti lain bahwa segala aliran informasi slaaring data bersama melalgingle

source of data

Model pengembangan-kayanan yang ada di Kemdiknas meliputi integrasi data
(data induk satuapendidikan, PTK, peserta diddanpembelajaran), integrasi prosgen
penggunaan infrastruktur bersama dalam semua sisteyaman yang akan dihubungkan
ke dalam pdal pusat layanan prima pendidikan nasional yang menjadi jalan masuk bagi

semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan fakytasan pendidikan.

Pemangku Kepentingan

Satuan
Pendidikan

Pengelola Pendidikan
di Daerah

Peserta
Didik

Orang
Tua

DUDI H Pegawai H Media

s

Portal Pusat Layanan Prima Pendidikan Nasional
S | T
e-Layanan e-Layanan e-Layanan e-Layanan

T *+ + *

Infrastruktur Bersama

| ]

Integrasi Proses

Data Induk
Satuan

Data Induk Data Induk

Data Induk

PTK Peserta Didik )
Pembelajaran

(NUPTK) (NISN)
Integrasi Data

Pendidikan
NP

Gambar 14 Model e-Layanan

Pemangku kepentingan yang terdiri dari peserta dioiikng tua, PTK, satuan
pendidikan, dunia industri sampai dengan pengelola pendidikan di daerah dapat
memperoleh d.ayanan yang ada demdiknas secara keseluruhan melalui portal pusat
layanan prima pendidikan nasional:Layanan tersebut akan dirancang ggmakan
sumber data yang samgang merupakarhasil dari integrasi dataSehingga akarada
konsistensi data damengurangi pengulangan proses jika ada penggunaan data yang sama

tanpa harus meminta uladgtasertaakan memudahkasharingdata dalam Kemdilas.



5.3 Jenis eLayanan

Kemdiknas memiliki beberapaleayanan yang selanjutnya dikategorikdalam

jenis eLayanan sebagai berikut

1. G2S : Layanan yang diberikamlehpemerintah kepada siswa

2. G2T :  Layanan yang diberikanlehpemerintah kepada pendidik (gudan
dosen)

3. G2M :  Layananyang diberikarolehpemerintah kepada pengelola

(manajemenpendidikan

4. T2S :  Layanan yang diberikavleh pendidik kepada siswa

5. T2T :  Layanan yang diberikanlehpendidik untuk pendidik

6. M2S :  Layanan yangliberikanoleh manajemependidikan kepada siswa

7. M2T : Layanan yangliberikanoleh manajemependidikan kepada
pendidik

TEACHER
(M
TEACHER STUDENT
(T) (S)
MANAGEMENT MANAGEMENT

M) ‘ M)

Gambar 15 Hubungan Jenis eLayanan

Tabel 8menunjukkan pengempokane-Layanan sesuai dengan jenid.ayanan
yang sudah digambarkan sepgembar 15.



Tabel 8 Jenis eLayanan

GOVERNMENT TEACHER STUDENT MANAGEMENT
Sistem Mutasi PemberiarBeasiswa| Sistem Perijinan
Mekanisme
. Penjaminan
Peningkatan . .
Kualifikasi PTK Ketepatan Sistem Akreditasi
Penyaluran
Beasiswa
Mekanisme
Penjaminan Mekanisme
Pensertifikasian PTK| Kepastian Ketepatan Pemberiat
Memperoleh BantuanHibah
Sistem Layanan Pendidikar
GOVERNMENT | Perencanaan dan Peningkatah Sﬂistem I?emberian Penentuan Standar
Penganggaran Kompetensi PTK ljin Belajar Layanan
(Sirenggar) . Pemetaan Kondisi
Penerimaaan/ .
Sistem Penyetaraan Sekolah, Daya
Pemenuhan ljazah Tampung dan
Kebutuhan PTK . Pung
Cakupan Layanan
Pendataan Siswa | Pembukaan Sekolah
Penghargaan dan .
Perlindunaan PTK dan Penduduk Usia| Berdasarkan
9 Sekolah Kebutuhan
Masyarakat dan
Fasilitasi .| Dunia Kerja
) Layanan Informasi
Internasional
Kolaborasi Berbagi
Pengetahuan dan
Pengalaman
Penyediaan dan e-Leaming
TEACHER Penggalangan Mater .
c 99 9 Pembelajaran
Informasi Kurikulum
Sistem Informasi
Materi dan Nilai UN
Laporan Da Jadwal Pengajaran | FRS Online
Pokok Pendidika
MANAGEMENT | (Pendidik, Pesertg

Didik, Satuan
Pendidikan)

Progress Absensi
Peserta Didik

SistemPembayaran
Online




5.4  Peta Jalan eLayanan

Peta jalan elLayaran diukur melalui kedewasaan-Layanan. Pengukuran
kedewasan eLayanan dipengaruhi oletuaparameter, yaitu integrasi dan kompleksitas
teknologi & organisasi. Dari dua parameter tersebutsilken 5 kategori kedewasaan e
Layanan, yaitunformation disseminatigriransactionscollaboration vertical integration
dan integral integration Semakin lengkap kompleksitas teknologi d&ganisasi dan
integrasi, maka semakin dewasa suatu portal layanan. Dalam konteks tersebut level

horizontal integratiormerupakan level tertinggi dimana portal dapat dinyatakan dewasa.

Horizontal Integration (H):
*Systems integrated across
different functions
*Real one-stop shopping for
Vertical Integration (V): citizens
*Local systems linked to
higher level systems
Collaboration (C): e
- Community participation e e
- Enhanced collaborations
- Reduce intermediaries

kompleks

Transactions (T):
*Services & forms online

*Working database

) supporting online
Information transactions

Dissemination (D):
- Online presence
- Catalogue presentation

kompleksitas teknologi & organisasi

sederhana

sparse . . lengkap
integrasi

Gambar 16 Kedewasaan e_ayanan

- Information dissemination merupakan level dimana portal dapat memberikan

informasi, seperti kehadiramlinedan katalog presentasi.

- Transactions merupakan level dimana portal dapat memberikan layan&orm&

onlinedandatabaseyang mendukung transaksiline

- Collaboration, merupakan level dimana portal dapat menyediakan layanan

partisipasi magrakat, peningkatan kolaboraksin pengurangan perantara.



- Vertical integration, merupakan level dimana sistem portal lokal dapat
dihubungkan dengan sistem dengan level yabin tinggi dan dalam fungsi yang

sama.

- Horizontal integration merupakan level dimana portal dapat mengintegrasikan
sistem dengan fungsi yang berbeda dan menyediakan fasiditdsonestop

shoppingbagi warga negara.

5.5  Metodologi Pengembangan-ayanan

Reformasi layanan dari Layanan Konvensional menjadi Layanan Prima di
Kemdiknas melalui beberapa tahapan, yakni mulai dari analisanastthéegis Kemdiknas
mengenalayanan, evaluasi layanan konvensional, perancanrgiaganan, sosialisasi dan
implementasi d.ayanan baik kepada pengguna maupun pengelola, serta evaluasi e

Layanan.

F- ~

Analisa Arahan Strategis dan CapaianKinerja
Layanan Pendidikan Nasional

|dentifikasi dan EvaluasiLayanan
Konvensional

Perancangan e-Layanan

Sosialisasi dan Implementasi e-Layanan

Layanan Prima

Evaluasie-Layanan

Gambar 17 Metodologi Reformasi eLayanan
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance,
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) merupakan satu dari 12 instansi
pemerintah yang diprogramkan untuk merintis dan melaksanakan reformasi birokrasi
pada tahun 2010-2011. Dalam hal ini reformasi birokrasi di Kemdiknas diarahkan pada
pencapaian visi Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2025, yaitu untuk
OMewujudkan | nsan | ndones mgettfCdam Beenmmrtabab(ingam e he n s i

Kamil /I nsan Paripurna)é6.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor
PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, reformasi birokrasi
dilakukan terhadap tiga aspek utama, yatu kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber
daya manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, Kemdiknas berupaya melakukan
perbaikan-perbaikan sistemik dan komprehensif terhadap sistem penyelenggaraan
pendidikan nasional melalui penguatan kelembagaan, pembenahan ketatalaksanaan dan
penguatan SDM serta pemanfaatan sebesarbesarnya teknologi informasi dan komunikasi

sebagai pemungkin terlaksananya reformasi birokrasi secara efektif dan efisien.

Dalam Rencana Kerja (Renstra) 2022014, Kemdiknas telah menetapkan \si 2014 yakni
0OTerselenggaranya Layanan Prima Pendidi kan Nas.i
Cerdas Komprehensi f 6. Di Ssi si Il ain saat i ni
permasalahan yang berkaitan dengan belum efektif dan efisiennya tata kelola dalam

organisasi. Beberapa permasalahan di lingkungan internal Kemdiknas yang berkaitan

dengan budaya kerja dan analisa jabatan, yaitu:

a) Belum diterapkannya pola pikir dan budaya kerja yang melayani masyarakat dalam
perilaku sumber daya manusia (SDM) aparatu.

b) Tata nilai Kemdiknas yang belum tersosialisasi ke seluruh pegawai.







